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1.1. Latar Belakang

ISIS/IS (Islamic State in Irag and Syria/lslamic) saat ini telah
banyak diperbincangkan. Perbicangan baik dalam media cetak atau
elektronik, tentang keberadaan ISIS/IS tersebut telah menjadi isu dipublik.
Selain diperbincangkan oleh publik secara nasional, juga menjadi pusat
perhatian masyarakat internasional.

Bahkan isu keberadaan ISIS/IS tidak hanya mejadi perbincangan
didalam masyarakat internasional saja, akan tetapi isu keberdaan ISIS/IS juga
menjadi perhatian oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu
keberdaan ISIS/IS menjadi pusat perhatian didalam NKRI dikarenakan
adanya dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan ISIS/IS.

Pemberitaan dimedia cetak (koran jawa pas) pada tanggal 12 maret
2015, menyatakan bahwa adal6 (enam belas) WNI yang ditahan. Peristiwa
itu terjadi diperbatasan Turki ketika hendak menyeberang ke Suria tanpa
menggunakan dokumen-dokumen resmi. Kemudian ke-16 warga Negara
yang ditahan oleh aparat keamnan Turki diduga akan bergabung dengan ISIS.
Adapun ke-16 WNI yang ditahan itu adalah sebagai berikut, Utsman Mustofa
Mahmady, Sakinah Sywie Muhammad Tafsir, Tsabitah Utsman Mahdamy,
Salim Muhamad Atamimi, Fauzi Umar Salim, Hafid Umar Baber, Soraiyah
Cholid Abu Bakar, Hamzah Hafid Babher, Atika Hafid Babher, Utsman

Hafid Babher, Jusman Ary Sandy, Ulin Isnuri Soejoto, Humaira Hafshah



Jusman, Urayna Afra Jusman, Aura Kordova Jusman, Dayyan Akhtar
Jusman.!

Peristiwa yang terjadi diperbatasan turki dan dugaan terhadap WNI
yang bergabung dengan ISIS/IS, terjadi alasan wacana kebijakan pencabutan
status kewarganegaraan. Wacana itu muncul dalam pernyataan presiden Joko
Widodo, apabila ke-16 WNI menolak untuk dipulangkan ke Indonesia akan
dicabut status kewarganegaraannya.? Selain itu wakil presiden Jusuf Kalla
berpendapat, bahwa WNI yang terlibat perang serta bergabung dengan suatu
Negara lain maka status kewarganegaraannya akan hilang.’

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamnan
(Menkopolhukum) Tedjo Edhy Purdjiatno menanggapi dalam kasus diatas,
bahwa tidak bisa jika Negara mencabut status kewarganegraan dikarenakan
tidak ada aturan yang mengatur tentang pencabutan status WNI yang
bergabung dengan ISIS. Namun demikan untuk membuat aturan pencabutan
kewarganegaraan maka harus dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPPU) yang merupakan pengganti dari undang-undang.*

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pencabutan status
kewarganegaraan WNI yang diduga bergabung dengan ISIS/IS tidak dapat

dijadikan sebagai upaya pencegahan WNI untuk tidak bergabung dengan
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ISIS/IS. Sangat ironi sekali ketika pemerintah harus menghilangkan status
kewarganegaraan WNI dikarenakan hilangnya status kewarganegaraan
melahirkan suatu konsekuensi tidak adanya perlindungan hukum. Padahal
tujuan dari berdirinya negara NKRI adalah untuk melindungi segenab bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia.’

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis
mengangkat masalah mengenai keterlibatan warga Negara Indonesia yang
terlibat sebagai anggota ISIS/IS. Selain itu dalam penulisan skripsi juga akan
membahas kedudukan ISIS dalam hukum Intrernasional, sehingga skripsi ini
berjudul “TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) YANG TERLIBAT SEBAGAI ISLAMIC STATE IN IRAQ

AND SYRIA/ISLAMIC STATE (ISIS/1S)”.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana setatus kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang
bergabung dengan ISIS/IS?

2. Bagaimana kedudukan ISIS/IS dalam perspektif Hukum Internasional ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai

dalam penelitian ini adalah :
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1. Untuk memahami status hak kewarganegaraan warga Negara Indonesia
sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahu 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang
nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

2. Untuk memahami kedudukan ISIS/IS dalam hukum internasional.

1.4. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
diantaranya :

1. Hasil penelitian diharapkan membawa pengetahuan serta wawasan
dalam bidang karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan aspek
perlindungan dan hak kewarganegaraan WNI yang di amanahkan oleh
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta undang-
undang nomor 12 tahun 2006.

2. Memahami status dan kedudukan ISIS/IS dalam kajian hukum

Internasional.

1.5. Keaslian Tulisan
Adapun keaslian dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tanggung
Jawab Negara atas Warga Negara Indonesia (WNI) yang Terlibat
sebagai anggota Islamic State in Iraq And Syria/lslamic State (ISIS/1S)”

sepengetahuan penulis terdapat penulis lain yang mengemukakannya. Namun
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jika dilihat dari tema terdapat satu tulisan yang berjudul “Perlindungan
Hukum terhadap Anak sebagai Korban Konflik Bersenjata yang
Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah” karya mahasiswa
Universitas Brawijaya Malang.

Adapun yang membedakan dalam tulisan mahasiswa tersebut adalah
perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak yang menjadi korban
dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS di Irak dan Suriah
sedangkan pada tulisan ini lebih kepada status WNI yang terlibat sebagai anggota

ISIS/IS dan kedudukan ISIS/IS dalam hukum internsional.

Metode Penelitian
1.6.1.Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) suatu
proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi. Hukum ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode hukum
normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode
atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.®

1.6.2. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
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perundang-undang merupakan sebuah kajian-kajian  peraturan
perundang-undangn yang berhubungan antara semua undang-undang
dan regulasi yang terkait dengan perlindungan oleh Negara Indonesia

terhadap Warga Negara Indonesia (WNI1) serta kedudukan 1S15/1S.”

1.6.3. Bahan Hukum
Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki
perundang-undangan. Adapun undang-undang Yyang dugunakan
penulis dalam penelitian ini adalah :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
b. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 165
tahun 1999.
c. Undang-Undang nomor 12  Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 63 tahun 2006.

7 1bid. him 93



d. Declaration Universal Of Human Reigh tahun 1945.
e. Konvensi Jenewa protokol tambahan 1 tahun 1977.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
yaitu sebagaimana yang telah tertulis didalam Daftar Pustaka.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yand dipakai penulis yaitu :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. M. Dahlan dan L. Lya Sofyan Yacup. 2003. Kamus Induk Istilah
IImiah. Surabaya. Target press Surabaya.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini
yaitu menggunakan analisis logika deduktif yang merupakan metode dalam
menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis
terhadap uandang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang
kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip
untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dari
penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian ini mendapatkan sebuah
kesimpulan dan solusi, serta konsep ide tentang hal-hal yang berhubungan

dengan perlindungan Negara terhadap warga negaranya.



